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PEITT'I|JT'KA.IT PE.'ABAT PEIfGELOLII ST'RVEI IIEPUASAX
UASYARAI{AT SECARA ONLIIYE PADA DII{AS PEIfAI|AUAN UODAL
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IIEPALII DINAS PEI|AJ|ATAIT ilODAL DAIT PEL/TYAITAI| TERPAI'U
SATI' PII{TU KABT'PATEil BAI"AIYGAI|

Menimbang : a.

KABI'PATEII BAI,AIIGAN,

bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2Ol7 tentang
Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat
Unit Penyelenggara Pelayanan Publik dan untuk
kelancaran kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat
secara online perlu menunjuk pengelola Sunei
Kepuasan Masyarakat secara online pada Dinas
Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Balangan.
bahwa berkenaan sebagaimana dimalsud pada
hurrrf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kabupaten Balangan tentang
Penunjukan Pejabat Pengelola Survei Kepuasan
Masyarakat secara online pada Dinas Penanaman
Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Balangan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun
2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah
Bumbu dan Kabupaten Balangan di propinsi
Kalimantan Selatan (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO3 Nomor 22, Tambahan
Iembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14
Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi publik
(kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO8
Nomor 61, Tambahan lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4846);

Mengingat : l.

b.

2.



3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25
Tahun 2O09 tentang Pelayanan Publik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5O38);

4. Undang-Undang Republik Indonesia 43 Nomor 2OO9
tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indoneia Nomor 5071);

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12
Tahun 20ll tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan (Iembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2Q7I Nomor 82, Tambahan
kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30
Tahun 2Ol4 tentang Administrasi Pemerintahan
(Irmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4
Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5601);

7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O14
Nomor 244, Tambahan kmbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5587), sebagoimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2Ol4 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2OI4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol5 Nomor 24,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5657);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2Ol7 tentang
Inovasi Daerah (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2Ol7 Nomor 2O2, Tambahan
lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);

9. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2Ol4 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
(Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 221);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1OO Tahun
2016 tentang Pedoman Nomenklator Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Provinsi dan Kabupaten/ Kota (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2O16 Nomor 19O6);



Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

l l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun
2OI7 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2O17 Nomor 1956);

12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan eformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14
Tahun 2Ol7 tentang Pedoman Penyusunan Survei
Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara pelayanan
Publik {Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 7O8);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor O2
Tahun 2OO8 tentang Urusan pemerintahan yang
Menjadi Kewenangan pemerintah Daerah Kabupaten
Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan
tahun 2O08 Nomor 02, Tambahaa Lembaran Daerah
Kabupaten Balangan Nomor 43);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor L4
Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Balangan Tahun 2016 Nomor L4, lambahan
Lembaraa Daerah Kabupaten Balangan Nomor l2);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 9Tahun 2Ol9 tentang Anggaran pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2O2O (I*mbaran
Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2O19 Nomor 9);

MEMT/TUSKAJY:

: KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PEL,AYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN
BALANGAN TENTANG PENUNJUKAN PE.IABAT
PENGELOLA SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT
SECARA ONLINE PADA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN
BAI/.NGAN

Menunjuk 
-Pejabat- 

Pengelola Survei Kepuasan Masyarakat
:ecara Online pada Dinas penanaman Modal pelayanan
Terpadu Satu Pintu kabupaten Balangan.

P, ejabat yang ditunjuk adalah sebagaimana yang terlampir
dalam l,ampiran I Keputusan ini.

Dalam melaksanakan tugasnya agar berpedoman pada
ketentuan p€raturan perundang-uia"rrg"n yang berlakudan bertanggungiawab kepadakepal" ii.r"" penanaman
llodal Pelayanan Terpadu Satu pintu Kabupaten
Balangan.



KEEMPAT : Alur prosedur dqlam Sun'ei Kepuasan Masyarakat secara
Online sebagaimana yang terlampir dalam Iampiran II
Keputusan ini.

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan
ketenhran apa.bila dikemudian hari tcrdapa:t kekeliruan
dqlqrn kepuhrsan ini akan diadpkan perbaikan
sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Paringin
Padata'rsgs.l1. 22 Juni2O2O

IGpaIaDPMPTSP Balangan,

MP.I



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPAI,A DPMPTSP KABUPATEN BAI.ANGAN
NoMoR : I8a.4s/ / DMPSTSP-BLG/ TAHUN 2020
TANGGAL :22Juni2O2O

NAMA PEJABAT PENGELOI,A SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT
SECARA ONLINE PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN

TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BALANGAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PEI,AYANAN TERPADU SATU PINTU

KABUPATEN

Muda
12 r oo2

Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Kab. Balangan

Penanggung Jawab Kabid Pengaduan, Kebijkan dan
Pelaporan layanan DPMPTSP

Kasi Pengaduan dan Iriformasi
Pelayanan DPMPTSP

Kasi Pelaporan dan Peningkatan
Lavanan

Kasi Kebija}an dan penyuluhan

Operator Bidang
Pengaduan

Staf Bidang Pengaduan, Kebijakan
dan Pelaporan Layanan

NIP.1



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KEPALA DPMPTSP KABUPATEN BAI,ANGAN
NOMOR : 188.45/ / DMPS}TSP-BIC/ TAHUN 2O2O
TANGGAL : 22 Jtuni 2O2O

ALUR PROSEDUR SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT SECARA ONLINE
PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PEI,AYANAN TERPADU

SATU PINTU KABUPATEN BAI,ANGAN

KEPAI,A DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

sxit oxltl{E

Login ke website
(https://dpmptsp.balangankab.go.id)

99412 1002NIP.I


